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ABSTRAK

Penelitian ini bermula dari ketertarikan peneliti terhadap fenomena pelaksanaan
fungsi legislasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lamongan melalui penyusunan Peraturan Daerah. Fokus penelitian dalam
penelitian ini ialah bagaimana peran anggota Badan Legislasi Kabupaten
Lamongan dalam mengawal petani Lamongan melalui Raperda Inisiatif
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani? serta bagaimana tantangan yang dihadapi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam mengawasi
monopoli pasar? Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan fungsi
legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan Raperda Inisiatif
tentang perlindungan dan pemberdayaan petani Kabupaten Lamongan Tahun 2024.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara mendalam, beserta
kajian dokumentasi. Menggunakan teori Politik Legislasi oleh Jimly Assidigie yang
menyebutkan bahwa legislasi merupakan kekuasaan yang digunakan untuk dapat
melakukan pembentukan peraturan undang-undang.

Hasil penelitian sebagai berikut: pertama peran anggota Badan Legislasi Kabupaten
Lamongan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani berjalan dengan baik dan optimal. Melalui Pembentukan
Ranperda Inisiatif, DPRD telah memenuhi tugasnya sebagai lembaga perwakilan
rakyat. Alur dari pembentukan Ranperda Inisiatif ialah mulanya berasal dari
masyarakat. Masyarakat yang memiliki keluh kesah berhak mengajukan
keluhannya kepada para anggota Dewan. Anggota Dewan berkewajiban
menampung keluhan masyarakat, membahasnya, dan membentuk regulasi hukum.
Badan Legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif berperan sebagai
inisiator, pengambil keputusan, serta persetujuan Peraturan daerah berdasarkan
masukan dari petani yang dirugikan oleh tengkulak. Kedua, tantangan yang
diperoleh anggota Badan Legislasi saatimelakukan pengawasan terhadap monopoli
pasar, berupa ‘adanya penyelesaian masalah cenderung tidak efisien karena
terhalang oleh waktu. '

Kata Kunci: DPRD, Fungsi Legislasi, Peraturan Daerah
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ABSTRACT

This research began from the researcher’s interest in the phenomenon of legislative

function implementation carried out by the Regional People's Representative
Council of Lamongan Regency through the drafting of Regional Regulations. The
focus of this research is on the role of the members of the Lamongan District
Legislative Body in overseeing Lamongan farmers through the Draft Regional
Regulation on the Initiative for the Protection and Empowerment of Farmers. And
what challenges are faced by the Regional House of Representatives of Lamongan
Regency in monitoring market monopolies? The purpose of this research is to
understand the application of the legislative function of the Regional People's
Representative Council in preparing the Initiative Draft Regional Regulation on the
protection and empowerment of farmers in Lamongan Regency in 2024. This
research uses a descriptive qualitative research method. The data collection
techniques used include observation, in-depth interviews, and document review.
The Legislative Politics theory by Jimly Assidiqgie, states that legislation is the
power used to create laws.

The research results are as follows: First, the role of the members of the Lamongan
Regency Legislative Body in the preparation of the Regional Regulation Draft on
the Protection and Empowerment of Farmers is running well and optimally.
Through the Formation of the Initiative Draft Regional Regulation, the Regional
People's Representative Council (DPRD) has fulfilled its duty as a representative
institution of the people. The process of forming the Initiative Regional Regulation
initially comes from the community. The community with grievances has the right
to submit their complaints to the members of the Council. Members of the Council
are obligated to accommodate public complaints, discuss them, and formulate legal
regulations. The Legislatives in forming Initiative Regional Regulations acts as an
initiator, decision maker, and approval of regional regulations based on input from
farmers who are harmed by middlemen. Second, the challenge faced by members of
the Legislative Body when monitoring market monopolies is that problem-solving
tends to be inefficient due'to time constraints..

Keywords: DPRD, Legislative Functions, Local Regulation
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LAMPIRAN PERTANYAAN KEPADA INFORMAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

10.

. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Lamongan?

Bagaimana DPRD menjalankan tugasnya dalam memenuhi fungsi legislasi?
Sejauh mana tingkat keberhasilan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi
legislasi?

Apa saja peraturan daerah yang telah dibentuk oleh DPRD dalam masa
jabatan Tahun 2019-2024?

Adakah prinsip atau acuan yang dijadikan sebagai dasar pembentukan
Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
Apa saja landasan yang digunakan selama proses pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?

Bagaimana masyarakat terlibat dalam pembentukan Ranperda Perlindungan

dan Pemberdayaan Petani?

. Bagaimana koordinasi antara DPRD dan masyarakat selama pembentukan

Ranperda?

Bagaimana upaya DPRD dalam mengawasi kondisi objek petani selama
pembentukan?

Apa saja tantangan yang dihadapi oleh DPRD selama mengawasi Ranperda

Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat?

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1.

Bagaimana kondisi yang terjadi pada Pertanian di Lamongan?

Xvil



2. Sejauh mana yang diketahui tentang permasalahan yang dihadapi dalam
mengelola Pertanian di Lamongan, khususnya oleh para petani?

3. Bagaimana kontribusi yang diberikan selama proses penyusunan dan
pengawasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani di Lamongan?

4. Apa saja langkah kerja sama yang telah dilakukan untuk mendukung proses
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Lamongan?

5. Apa tantangan utama yang dihadapi ketika mengoptimalkan Pertanian di

Lamongan?

Masyarakat

1. Apa saja kendala yang terjadi pada saat melakukan distribusi hasil tani?

2. Adakah pihak yang mempersulit Petani dalam memasarkan produk hasil
tani?

3. Apakah Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang
dibuat sudah berpihak pada Petani? ‘

4. Bagaimana perkembangan yang dirasakan setelah adanya Rancangan

Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?

xviii



LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA DAN TEMUAN
KEGIATAN

Penulis berfoto dengan Kepala Bidang Penyuluhan, Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian, Ibu Anis Sugiharti, SE., MM.
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Penulis berfoto dengan Pengawas Ahli Muda, Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian, Ibu Santi Hardiani, SP.

Penulis berfotr) dengan Keituq Qabpngan Kelompok Tam ‘ Tarv r‘g Tani Abadi”,
Bapak Sumarhm S.Pd. "

Penulis berfoto dengan Ketua Kelompok Tani “Sumber Lestari 2”, Bapak Toha.
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LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG

Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023

NO. | JUDUL PENJELASAN/NASKAH | KETERANGAN
PERATURAN AKADEMIK DAN
DAERAH RANCANGAN
DISIAPKAN

1 |2 3 4

1. | Sistem Kesehatan | DPRD 2023
Daerah

2. | Penanggulangan DPRD 2023
Prostitusi dan
Perbuatan Asusila

3. | Perlindungan dan | DPRD 2023
Pemberdayaan
Petani

4. | Badan DPRD 2023
Permusyawaratan
Desa

5. | Pertanggungjawaban | Pemerintah Daerah 2023
Pelaksanaan
Aanggaran ‘
Pendapatan dan
Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan
Tahun 2023

6. | Perubahan Anggaran | Pemerintah Daerah 2023
Pendapatan dan
Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2024

7. | Anggaran Pendapatan | Pemerintah Daerah 2023
dan Belanja Daerah

xxi



Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2025

Perubahan Ketiga
Atas Peraturan
Daerah  Nomor 5
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan
Susunan  Perangkat
Daerah  Kabupaten
Lamongan

Pemerintah Daerah

2023

Penataan dan
Pengendalian
Infrastruktur Pasif
Telekomunikasi

Pemerintah Daerah

2023

10.

Pencegahan dan
Pengendalian
Kebakaran

Pemerintah Daerah

2023

11.

Penyelenggaraan
Jalan Daerah

Pemerintah Daerah

2023

12.

Penyelenggaraan
Kepariwisataan

Pemerintah Daerah

2023

13.

Perubahan Kedua
Atas Peraturan
Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang
Desa

Pemerintah Daerah

2023

14.

Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah
Kabupaten Lamongan
Tahun 2025-2045

Pemerintah Daerah

2023
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Daftar Panitia Khusus III Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

NO. KEDUDUKAN NAMA UNSUR
DALAM
KEANGGOTAAN
1 2 3 4
L. Koordinator Drs. H. Darwoto, M.M. | FPDIP
II. Ketua Hj. Ning Darwati FDIP
III. | Wakil Ketua I Anshori, S.Sos. FGERINDRA
IV. | Wakil Ketua I Kaharudin, S.H. FPNRI
V. Sekretaris Sitt Maskamah Mursyid, | FPD
S.E.
VI. | Anggota Hj. Aslichah, S.Pd. FPKB
M. Burhanuddin, S.Sos. | FPKB
4
Sti Setyowati FPD
Wiji, S.E. FPAN
H. M. Nurul Huda AS. | FPGOLKAR
Budi Sulis Setiyo FPNRI
Sholihin, S.H. FPDIP
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Susunan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2024
No. Kedudukan dalam Nama
Keanggotaan
I. Ketua Saifuddin Zuhri
IL. Wakil Ketua Moch. Arif Ansori
II1. Sekretaris Bukan Drs. Aris Wibawa, M.M
Anggota
Iv. Anggota Fatin Sufairoh, S.Km
Aslichah, S.Pd
Yanuar Yudha Prasetya

Dr. Sanditia Devis Saputra

Sholihin, S.H

Ratna Mutia Marhaeni, S.H,.
M.Kn

i
Matlubur Rifa’, S.Hi,. M.Pd

Abdul Azis

Drs. H. Suhartono

Hj. Dian Zudiana
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmad Nomor 43 - 49, Lamongan, Jawa Timur 62216,
Telepon (0322) 317794 - 317798, Faksimile (0322) 321729, Pos-el setwan@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id
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Lamongan, (¢ Januari 2025

Nomor - 175/ Y 1413.050/2025
Lampiran : -
Perihal . Pemberitahuan

Yth. Dekan Fakultas llmu Sosial dan limu Politik
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
di -
SURABAYA

Memperhatikan surat Saudara tanggal 3 Januari 2025, Nomor: B-
0137/Un.07/10/D/PP.00.9/01/2025, perihal Permohonan lzin Penelitian. Bersama ini
kami beritahukan bahwa Mahasiswa atas nama:

Nama - MEGAFITRIA FARIDA AISHA
Program Studi . llmu Politik
Fakultas - llmu Sosial dan limu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Terhadap permohonan di atas kami TERIMA untuk melaksanakan Penelitian di
Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan mulai tanggal 14 Januari 2025 s/d 30 Januari
2025.

Demikian untuk menjadikan maklum dan disampaikan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DPRD

Pemblna ngkat I
NIP. 19690408 199803 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

JI. Panglima Sudirman No. 96, L.amongan, Jawa Timur 62212,
Telepon(0322) 321027, Faksimile(0322) 321027,Pos-el dinkpp@lamonaankab ao id,
Laman hilp/iwvew lamongankab qo id/dinkpp

Lamongan, /3 Maret 2025

Nomor . 000.9.6.1/ 546 1413.119/2025

Sifat . Penting

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian Skripsi

Yth. Dekan Fakultas llmu Sosial dan limu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
di
SURABAYA

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya nomor B-509/Un.07/0/D/PP.00.9/0/025 tanggal
S Maret 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka bersama ini disampaikan
bahwa mahasiswa atas nama:

Nama . Megafitria Farida Aisha
NIM : 0040121088

Fakultas : limu Sosial dan limu Politik
Program Studi - limu Politik

dapat melaksanakan penelitian untuk skripsi yang berjudul “Fungsi Legislasi DPRD
Kabupaten Lamongan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif
Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani” di lingkungan Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan

An. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten Lamongan
oekretaps

gkat I/ 11l d
NIP 19750707 200902 1 001



KERAGAAN PENGURUS
KELOMPOK TANI “SUMBER LESTARI 2¢

E. NAMA PENGURUS

¢ Ketua : TOHA
* Sekretaris : LUDIRO PRAYONO
* Bendahara : MUALIM
» Seksi— Seksi:
v Seksi Saprodi dan Alsintan : HERMONO
v’ Seksi Pengairan : ABDUL ROZI
v" Seksi Pengendalian Hama / Penyakit  :NONO SUPRIYANTO
v

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil : YUNUS SETIAWAN
F. JUMLAH ANGGOTA

1150
G. ALAMAT KELOMPOK TANI
¢ Dusun : Deyo
® Desa : Tawangrejo
e Kecamatan : Turi

H. LUAS WILAYAH KELOMPOK TANI

* Sawah 92.04 Ha
e Tegalan 2 Ha
¢ Pekarangan 5 Ha
e Lain-lain 9 Ha

Demikian berita acara ini dibentuk secara musyawarah dan apabila ada tidak kesesuaian
dapat disempurnakan di kemudian hari.

Tawangrejo, 28 Februari 2025
Mengetahui,

PPL Wilbin Turi V K(g'ua ]Pcsa Tawangrcjo Ketua Poktan
: 34 \ “Sumber Lestari 2"
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KERAGAAN PENGURUS
GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
“TAWANG TANI ABADI *

3. NAMA PENGURUS

« Ketuz - SUMARLIM, S.Pd
o Sekretaris - ZUDI LUTFILLAH
« Bendahara . ALI SHODIKIN

e Seksi—Seksi:
v" Seksi Saprodi dan Alsintan : ABD. GHOFAR

¥ Seksi Pengairan : LUDIRO PRAYONO
v' Seksi Pengendalian Hama / Penyakit  : DWIYANTO
v Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil : HERMONO

B. ALAMAT KELOMPOK TANI

e Alamat : Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi

C. NAMA ANGGOTA GAPOKTAN

1. Kelompok Tani : SUMBER LESTARI 1
2. Kelompok Tani : SUMBER LESTARI 2
3. Kelompok Tani : SUMBER LESTARI 3
D. LUAS WILAYAH GAPOKTAN
* Sawah : 311,13 Ha
* Tegalan : 5 Ha
» Pekarangan : 13 Ha
= Lain-lain . 21,27 Ha

Tawangrejo, 28 Februari 2025

PPL Wilbin Turi V

{ Igggpoetahm

}pala Desa Tawangrejo Ketua GAPOKTAN

FAUZIYATUL IFFAH, S.Pt.




